PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 18 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008,
perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 sebagai rincian lebih lanjut
dari pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan

belanja daerah tahun anggaran 2008.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4048);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3851);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah ubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4577);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman  Pembinaan dan  Pengawasan  terhadap
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007;

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi
Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2006 Nomor
48, Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2008
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun
2008 Nomor 10);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2008 Nomor 12);

Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2009
tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Provinsi Banten
Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Banten
Tahun 2009 Nomor 5);



30. Peraturan Gubernur

31.

Banten Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008

Nomor 4);

Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2008 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2008 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2008 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :
Menetapkan PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008
Pasal 1
Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2008 terdiri atas :
1. Pendapatan
a. Pendapatan Asli Daerah Rp 1.661.168.634.116,00
b. Dana Perimbangan Rp 686.651.065.325,00
c. lain-lain Pendapatan yang Sah  Rp 3.560.805.215,00
Jumlah Pendapatan Rp 2.351.380.504.656,00
2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung
1) Belanja Pegawai Rp 239.413.279.885,00
2) Belanja Bunga Rp -
3) Belanja Subsidi Rp -
4) Belanja Hibah Rp 86.405.822.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial Rp 36.219.525.000,00
6) Belanja Bagi Hasil Rp 592.012.916.971,00
7) Belanja Bantuan Keuangan Rp 208.700.000.000,00
8) Belanja Tidak Terduga Rp  2.484.475.225,00
9) Belanja Bantuan Pilkada Rp 0,00

Rp 1.165.236.019.081,00



b. Belanja langsung

1) Belanja Pegawai Rp 138.702.928.813,00
2) Belanja Barang dan Jasa Rp 356.095.625.731,00
3) Belanja Modal Rp 593.948.138.182,00

Rp 1.088.746.692.726,00

Jumlah Belanja Rp 2.253.982.711.807,00

Surplus/ (Defisit) Rp  97.397.792.849,00

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 149.104.130.492,00
b. Pengeluaran Rp 11.038.186.000,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp 138.065.944.492,00

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan Rp 235.463.737.341,00

Pasal 2

(1) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

terrcantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.



Pasal 5
Peraturan Gubernur Banten ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 3 September 2009
GUBERNUR BANTEN,
ttd
RATU ATUT CHOSIYAH
Diundangkan di Serang
pada tanggal : 3 September 2009
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,
ttd
MUHADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2009 NOMOR 18



